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Penyederhana/ \ daﬁg/ “perlu  melakukan
perubghan rha uhan Organisasi, Tugas dan
e g 14 g‘t ’f‘a { 1r1a§15eﬁd1d1kan Kabupaten Jember;
1}‘ b u@pﬁtl Nomor 15 Tahun 2021 tentang
/ “ du ah, Sué n/an Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
rJa{ D hs/Pend1d1kan Kabupaten Jember sudah tidak sesuai
’déngan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga

a. bahwa dalam ras f" % roéra \B/ﬁlo”rltas Nasional

. perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
944, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
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. Peraturan Pres1den/Nomoﬂ QT

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajernen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia TahJcm
2020 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 6477); -

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20}?’ nmdg Pembinaan

dan Pengawasan Pemerintah Daerah {Lem rLNé ara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor- ZI?(,’TaA'db E:n Le\rh aran Ncga’ra
Republik Indonesia Nomor: 1),,

n 2/(116 \t&ﬁtﬁng Peraturan
Pelaksanaan- ﬁqc]la \152 Tahun 2011 tentang
Pembﬁnﬁaﬁaﬂ 1 J'a ran | [ urrdang-undangan (Lembaran
ﬁ@pu]:)ﬁkl do*l isa [rb?m:m 2014 Nomor 199), sebagamana
i |Pdraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
epublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186});
Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pf:hibentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Kependidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

L

o
-



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dmas

Pendidikan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendldlka;j Kabupaten

Jember. _
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas, E/ehdldrkg Kabupaten -
Jember. e ;‘1’.’..! s ‘; * :
7. Kepala Bidang adal pé/l X Aarﬁg pbd\iﬁl a*s Pendldlkan
Kabupaten Jember, ™ | | [ ! Ti
8. Kepala Sub/ agah& 4dt ﬂh éﬁ: lﬁa\ Sl‘ib’Baglan pada Dinas
Pen dik Kabu aten J L
9 |Kiep la | Scks dalalklj I{ebga’ eks1 pada Dinas Pendidikan
T x\ a pagten J mbper. =
o ' E onal adalah sekelompok jabatan yang berisi
- } L ' gs14m tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
II’ Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
. Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
T 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
13.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Jember.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Pendidikan.

(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dibidang Pendidikan.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
pendidikan;

d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.Kepala Dinas; ~
b.Sekretariat, terdiri atas : /”'";"/“‘\_ i i
1.Sub Bagian Umum dan Kepegawa;gnmdﬁ‘} ( "f | ‘
2.Kelompok Jabatan Fungsm% [ rh’ / j ;'h\ \\ . \ii | - -
c¢. Bidang Pembinaan Sekgl (’ tas ¢/ ) L '
1.Seksi Kurlkulum’ n i,q_ \J\%///’/
et dan

2.Seksi Kelerﬁb j.ﬂ eﬁs@
3. K@},qn{p Fhin rﬁal
d:Bi ﬂfg / \Se i i/ bﬁengah Pertama terdiri atas :
‘}i llf;u; ilaian;
s1 | l

mbb,gaan dan Sarana Prasarana; dan
ff “ 3 eYon‘} ~Jabatan Fungsional.
”Baciacrrg Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non

~~Formal, terdiri atas :
1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3.Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah

Pertama; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan

Keuangan di lingkungan Dinas; T

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan admini_stra/éi/'
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan K;uaﬁéan di
lingkungan Dinas; ”l/

C. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dél‘p dukungan
administrasi umum, kepegawalan, /perehqafua{ah ﬁe%

Keuangan di Lingkungan Dinas; - 1 ‘ ;o “
d. pengkoordinasian peng&kﬂg un :milk \jabfﬂl 1 dari” barang
milik negara yang Jad;. Far ggm aWa\b/ ]pipﬁs, dan
e. penyusunan ’}aﬁotaﬁ ]ﬂer nggu aban” atas pelaksanaan
tugasf % J || =
|
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) /S’(.IB Baglan Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan Dinas;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya;

d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;

f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

h. melaksanakan Kkegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

aporan dan P



melaksanakan pengusulan seluruh rencana  kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Pasal 6

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan sekolah dasar, serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai fungsi:

a.

b.

C.

penyusunan bahan perumusan dan koordlnas pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan pemla;arr k ;tbagaan dan
sarana prasarana serta peserta d1d1k dan ?/ tnFé,\ an karakter’
sekolah dasar; )

pembinaan pelaksanaan- /1j; df ];;],désl?g w,llum dan
penilaian, kelemb "’d%ﬁ drar r,aﬁ‘rar\l ta peserta didik
dan pembapgu ITﬁ te Fp]i;o]l‘ﬂ

penyusrzmaﬁ ad eq1 ' 1yl stim muatan lokal sekolah

i ,_, ( \\ : L
Ej Eba% | Lﬂerb/ltan izin pendirian, penataan dan

ekoJ dasar
“bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
keiembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

l/ _peémbangunan karakter sekolah dasar;

1.

g.

penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penuturannya di Kabupaten Jember (bahasa jawa);

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik
dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan

. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
sekolah dasar.

Paragraf 1
Seksi Kurikulum dan Penilaian
Pasal 7

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

a.

b.

merumuskan kebijakan operasional peningkatan mutu dan
penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar,

melakukan penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi
standar kompetensi dan kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;
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U Sjandar Pelayanan Minimal pada Jenjang Sekolah Dasar; dan
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melaksanakan ujian semester dan ujian nasional pendidikan
Sekolah Dasar ;

menyusun pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku
pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan
pendidikan Sekolah Dasar;

melakukan pembinaan dan pelestarian bahasa jawa;
melakukan pengkoordinasian dan supervise pengembangan
kurikulum Sekolah Dasar;

melakukan pengkoordinasian pemahaman terhadap kurikulum
melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum
pada jenjang Sekolah Dasar;

menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum,
rencana kerjatahunan sertarencana penerapan, pemberlakuan
dan pemahaman terhadap kurikulum pada jenjang Sekolah
Dasar;

menyusun kegiatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
yang bermutu; -
menyusun kegiatan pelaksanaan ujian semes/ter uj1an

nasional; -

melakukan penelaahan, pemantauan dan év)a:/@am pelaksanaan

kurikulum pada jenjang Sekolah Dasar,/ . ‘ -

melaksanakan pengawasa /Eeﬁ'@ﬁ /kl ﬁbﬂa&\gu ipada j Jenjang

Sekolah Dasar dan pe D sa Seca d riodik;

melaksanakan ﬁ lal r( mut ﬁaa//Somahsam dan

1mplement&si1 Tq ﬁ lsH ffa\i’l { ’kompeten51 lulusan

Sekotah asa ‘

,/ r4 q'o dmja ﬁ;am éﬁatan mutu lulusan Sekolah Dasar
l ‘L( s( swa untuk melanjutkan ke jenjang

‘JZ b

un program UKS, pendidikan extrakurikuler dan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana
Pasal 8

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

a.

b.

o

melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta
masyarakat di bidang Sekolah Dasar;

menerapkan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan
Sekolah Dasar ;

menyiapkan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan ijin
kelembagaan sekolah dasar;

melaksanakan pengelolaan bantuan operasional sekolah dasar;
melaksanakan akreditasi kelembagaan sekolah dasar;
melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana
prasarana sekolah dasar ;

.



g. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan
prasarana sekolah dasar;

h. melakukan pengidentifikasian dan pengusulan bantuan sarana
prasarana sekolah dasar;

i. menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung,
perabot dan peralatan pendidikan, buku dan meodul pada
sekolah dasar;

j. menyusun rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana sekolah dasar;

k. mengelola dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak
Sekolah Dasar yang dananya bersumber dari Pemerintah
Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya oleh
Pemerintah Pusat/Provinsi;

l. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang
milik daerah untuk pendidikan Sekolah Dasar; )

m. penyusunan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap
penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenghaﬁ/
standar nasional sarana dan prasarana sekolah dasar; . "

n. pelaksanaan penggandaan naskah dan bara,ng cetakan
Pendidikan sekolah dasar; T

0. pelaksanaan identifikasi dan peggusulén ebuL han sarana
pendidikan sekolah dasar, sepe /Iit.'l‘ éruku;. Ala leh# Alat Peraga
Pendidikan, meubeler ds ’férgna‘ e“.’ndukﬁ mnpy

p. pelaksanaan 1demtrﬁka sulaﬁ, zéﬁablhtam dan

pembangjunarr duﬂgpLe dtiﬂk aei(tbl;ﬂi/dasar,

q- pelaks,a:na ndpta m etrrtarlsam kebutuhan sarana

o pﬁ'?{l 'aﬂama enﬂd ch,ka,n,| dlah}aga dan kantin sekolah;

- r*i, jy‘h jl[lsu kébutuhan sarana prasarana pendidikan,

7 p hmgg d in sekolah; dan
‘ a}{séﬁakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

"‘\4
et e

W

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Pasal 9

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter
sekolah menengah pertama,;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik
dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
menengah pertama,

—



d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan
penutupan sekolah menengah pertama;

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik
dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
sekolah menengah pertama.

Paragraf 1
Seksi Kurikulum dan Penilaian
Pasal 10

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud da.lam Pasa’f
3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas: e

a. merumuskan kebijakan operasional peningkat 7 mutu dan
penyelenggaraan pendidikan Sekolah menen@qﬁ}? ama;

b. menyiapkan satuan pendidikan /up’mk Qﬁ hi standar
q

kompetensi dan kunkulumf'
pertama; et /"

c. melaksanakan i fi"s/ez:rtesltévq1 J;mhfn \n al pendldlkan

Sekolah meﬁeﬂga Eii‘t* ma }
d. menzusﬁn]  pec d)m en 1Ldm darr fasilitasi pengadaan buku
a‘ e#arr{ |md /Ls 1 ‘#tan media pendidikan satuan

tfh/krslﬁqq1 SekOw menengéﬁ

,/

e r/\
ar menengah pertama;

\ { n dan supervisi pengembangan kurikulum

[f b e ola fnenengah pertama;

f.r engkoordmasxkan pemahaman terhadap kurikulum melalui

Pt ~"sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum pada jenjang

Sekolah menengah pertama;

menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum, rencana

kerjatahunan serta rencana penerapan, pemberlakuan dan

pemahaman terhadap kurikulum pada jenjang Sekolah
menengah pertama,;

h. menyusun kegiatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
yang bermutu;

i. menyusun kegiatan pelaksanaan ujian semester, ujian nasional;

j. menelaah, memantau dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada
jenjang Sekolah menengah pertama,

k. melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja guru
pada jenjang Sekolah menengah pertama dan pengawas Sekolah
menengah pertama secara periodik;

1. melakukan pengendalian mutu pendidikan, Sosialisasi dan
implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan
Sekolah menengah pertama,;

m. mengkoordinasikan peningkatan mutu lulusan Sekolah
menengah pertama serta menyiapkan siswa untuk melanjutkan
ke jenjang berikutnya;

|
|

q



menyusun program UKS, pendidikan ekstrakurikuler dan
Standar Pelayanan Minimal pada Jenjang Sekolah Dasar; dan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pasal 11

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

a.

b.

’/k.

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi
data sekolah, dan siswa-siswa Sekolah menengah pertama;
merumuskan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi
penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Sekolah menengah pertama ;

melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta
masyarakat di bidang Sekolah menengah pertama;
menerapkan peraturan dan ketentuan tentang/penyelenggaraan

Sekolah menengah pertama; o /o \ !

melaksanakan penyiapan proses_ rekomfmd $i ﬂendlrlan dan_ -~

fa' ﬁtama; T

/i’ dal sekolah

melaksanakan pengelo
menengah pertama:dan N L
melaksanalka?rﬂ aﬂqréd t%xs Hkpl Ht#aigaaﬁ/ sekolah menengah
pertama; IR

! f
|
1

pencabutan ijin kelembagaan Sﬁﬁojlﬁx'l}iepﬁ : g
e e
ﬁ

\ * | |

_,;'fr'i'él éaqa an l‘dﬁndlﬁ H:an ﬁéngusulan kebutuhan sarana
- ,f ‘~plte*sarahé1 ek h'me

gah pertama ;

elaksanakan - dataan dan inventarisasi kondisi sarana dan
;} ésarana sekolah menengah pertama;
rmengrdentlﬁkas1 dan mengusulkan bantuan sarana prasarana

~—$ekolah menengah pertama;

menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung,
perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada
sekolah menengah pertama;

menyusun rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana sekolah menengah pertama;

mengelola dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak
Sekolah Menengah Pertama yang dananya bersumber dari
Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan
peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;

melakukan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan
aset/barang milik daerah untuk pendidikan Sekolah Menengah
Pertama;

menyusun teknis pembinaan dan pengawasan terhadap
penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan
standar nasional sarana dan prasarana sekolah menengah
pertama,

melaksanakan penggandaan naskah dan barang cetakan
Pendidikan sekolah menengah pertama;



gq. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana
pendidikan sekolah menengah pertama, seperti : Buku, Alat
Tulis, Alat Peraga Pendidikan, meubeler dan sarana pendukung
lainnya,;

r. melaksanakan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan
pembangunan gedung pendidikan sekolah menengah pertama;

s. melaksanakan pendataan dan inventarisasi kebutuhan sarana
prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah;

t. menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan,
olahraga dan kantin sekolah; dan

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Non Formal
Pasal 12

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD']/dan

(2)

Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud daja i Pasal 3 ayat
(1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan peny nan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan. d} Bl.dang Pelh idikan Anak _
Usia Dini dan Pendidikan Non Fomja[‘lf stlfa« n}e‘le\ksan an tugas/}a(' n
yang diberikan oleh Kepala Y, YT( =
Untuk melaksanakam as s n%a‘.\ nga

ud-pada ayat (1),
Bidang Pembma aﬂy na j \'\V:_, “Dini (PAUD) dan
Pendxdllgan ﬁ'on Fprmal émpu unL‘g"S'i":'"

qﬁyr‘:hn 'ba Lﬂn \safi dan koordinasi pelaksanaan

kq a ‘ bidang kuFikulum dan penilaian, kelembagaan dan

‘ 9" gﬁ, pras rari&§éi‘ta peserta didik dan pembangunan karakter

i /pe dllkai/anak usia dini dan pendidikan non formal,

,b[ ‘pémbmaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan

'~ penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan non formal;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak wusia dini dan
pendidikan non formal;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;

'
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g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Seksi Kurikulum dan Penilaian
Pasal 13

Seksi Kurikulum dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan operasional peningkatan mutu dan
penyelenggaraan PAUD,;

b. melaksanakan penyusunan rumusan standar kriteria, pedoman,
dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian -~
hasil belajar PAUD; 7

c. melaksanakan Kkegiatan penylapan satuan pend1d1k&n “antuk
memenuhi standar kompetensi dan kurikulum @U‘D,

d. mengkoordinasikan dan memantau pelaksaﬁaam ian nasional }
pendldlkan kesetaraan - o [ S ) "

—

f. melaksanakan fasilitas /1//*p/
PAUD; P //m_% ] |- s

g. melakuka v u'}'\c’ ﬂllépii j:en‘fe te \gzzgikﬁrlkulum PAUD;

h. mer;s ah ?mior éd n; \Jahualsi/pe’[aksanaan kurikulum pada

%djen idika hﬁﬁnfd;haai

an. $0st ,ésf implementasi standar penyelenggaraan

J”Jrhplgkfsa kan pemngkatan angka partisipasi PAUD melalui
”pénmgkatan mutu penyelenggaraan PAUD dan pendidikan

'~ ~tnasyarakat;

k. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengembangan
pendidikan anak usia dini;

1. melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar (Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan/UNPK) serta memanfaatkan untuk
kepentingan pembelajaran dan lainnya;

m. melaksanakan peningkatan pendidikan kesetaraan ( paket A
setara SD, paket B setara SMP), pendidikan kecakapan hidup,
kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang
bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan
masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, khususnya bagi
penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formaldan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.




e

L
j- melaksanakan 31 j\ dan;inv
al

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana
Pasal 14

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi
data sekolah, dan siswa-siswa PAUD,;

b. merumuskan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi
penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
PAUD ;

c. melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta
masyarakat di bidang PAUD;

d. menerapkan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan
PAUD;

e. melaksanakan peningkatan pemberdayaan Forum PA__UH,'/
GOPTKI, HIMPAUDI dan IGTKI; -

f. menyiapkan bahan untuk proses rekomendasL pendman dan
pencabutan ijin kelembagaan PAUD; ’” 3] i

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan /ba:muﬁ o%pe(ai-npnal PAUD

h. melaksanakan akreditasi kelembag? l?A :

i. melaksanakan identifikasi{ da ?L P Ién{ | kebutuhan

sarana prasaranape dld1 ¥ ﬂun}l Pe‘nﬂ é.n/Anak Usia Dini ;
*ar;édm/fcondlsl sarana dan
prasargiia Pendldlk Dirti;
k euly Ifa‘t]h ‘md I"\fikati Hgbutuhan dan pengusulan bantuan
/ satr p#aa#a,ra a1 pen idikan, gedung, perabot dan peralatan
pan idpkﬁh \b, trdan modul pada Pendidikan Anak Usia Dini;
m nmsud Tencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung,

f:" f péfabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada

,
7]
et g
m
[a—

= - Pendidikan Anak Usia Dini;
"~ m. menyusun = rencana kebutuhan rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana Pendidikan Anak Usia Dini;

n. melaksanakan pengelolaan dana bantuan pendidikan untuk
pendidikan anak usia dini yang dananya bersumber dari
Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan
peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;

o. melakukan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan
aset/barang milik daerah untuk pendidikan Anak Usia Dini;

p. menyusun teknis pembinaan dan  pengawasan terhadap
penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan
standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini;

q. melaksanakan penggandaan naskah dan barang cetakan
Pendidikan Anak Usia Dini;

r. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana
pendidikan kursus dan pelatihan, dan sarana pendidikan
keluarga,



melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana
pendidikan anak usia dini, seperti : Buku, Alat Tulis, Alat Peraga
Edukatif (APE), dan sarana pendukung lainnya;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
dan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Ketenagaan
Pasal 15

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijjakan di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan _
nonformal, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaia
Dinas. T

Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyal fungsi;”

a.

‘b

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksu}i Wda ayat (1),
4

penyusunan bahan perumusan (,ia/c‘n/ “kdord I{{SL |pe1aksanaan
kebijakan di bidang pempif , /p‘;ﬁn idik ‘ an tenaga
kependidikan, penchdlkgau'iW 1k/€1 1,J ‘a)n Fljisar “sekolah
menengah pertama;@dn pe citka ‘}

penyusunax} J:Saﬂ I‘l Ka di) t}f ‘b/lnaan pendidik dan
tenaga k€p df i ,|jl ndig 'kLm &k usia dini, sekolah dasar,
ap{:n n 1aL,darr pendldlkan nonformal;
uﬂlan ana kebutuhan pendidik dan tenaga
!l{afil 1d1kan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
pff?tama dan pendidikan nonformal;

pten}yJaSunan bahan  pembinaan pendidik dan tenaga

L/’/

'~ -Kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah

menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan dalam kabupaten jember;
penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan
pendidikan nonformal; dan
pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
Paragraf 1
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
Pasal 16

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:

o



a. melakukan pengkajian perumusan penetapan kebijakan
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar;

b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian formasi data
bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

c. melaksanakan wurusan kepegawaian pendidik dan tenga
kependidikan sekolah dasar;

d. melaksanakan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan
dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar;

e. melakukan pembinaan dan pengembangan kualifikasi pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

f. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi personal,
sosial, profesional dan pedagogik pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar;

g. melakukan pembinaan dan pengembangan karir Jabatan
fungsional pendidik dan tenaga kepedidikan sekolah dasar;

h. melakukan pembinaan dan pengembangan perlmdungan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; -

i. menyusun data, verifikasi dan penya_]lar;/d’aya GT.lpn penerima
bantuan guru sekolah dasar T | !

j. melaksanakan kolaborasi /_,ga\'ﬁ’"' ;ke,rmtfgayah ,g ngan _umit

kerja/instansi/ lembaga tah,’ maé“ﬂﬂ | jatau p1hak
swasta di bldang,peta;f(ﬁanaﬁﬂrtndl i a}n p#qleu Z dik dan tenaga
kependidikan —se \b j ﬁr tingkh! ”daerah nasional dan
1nternationa1,‘ - ‘\E ! 1 |
k /;;1 s@nak L;ﬂ eny j;] n@tandar nas1onal pendidikan pendidik
,.,/’ } rhaél ep llehk sekolah dasar;
T mban kaﬂ inovasi layanan pembinaan dan pengembangan

pqhéﬁcﬁk dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
ni élaksanakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi
! pendldlk dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu

,/ urusan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenga
kependidikan sekolah dasar;

o. melaksanakan peningkatan kompetensi guru melalui system
pembinaan profesional guru yang berkaitan dengan implementasi
kurikulum tingkat satuan pendididikan sekolah dasar;

p. melaksanakan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar;

q. melaksanakan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan sekolah dasar berprestasi melalui uji kompetensi;

r. melakukan perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi,
promosi,penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar;

s. melaksanakan proses ijin belajar pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar untuk meningkatkan kualifikasi
akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan
dan kesetaraan,;



t. melaksanakan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan
kartu identitas lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah dasar;

u. menyusun bahan penghargaan, disiplin, dan pemberhentian
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

v. melakukan penilaian angka kredit (PAK), usulan kenaikan
pangkat dan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar;

w. melaksanakan proses penilaian portofolio/plpg/ppg/pspg sebagai
uji kompetensi untuk memperoleh sertifikatpendidik, dan
pelaksanaan wuji kompetensi guru (UKG) dan sertifikasi
gurusekolah dasar;

x. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan program pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar; dan

y. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. .

-

-

Paragraf 3 //"

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidi |
Sekolah Menengah Pertgma/ / Vi |
Pasal 17 , a2 f S ;

\

Seksi pendidik dan tenaga kei 1:? Le 0 s ehe gal:r pertama

sebagaimana dlmaks;ud dal ,T asg ru af f angka 2,

mempunyai tugas( ]1 \ l ll"" [ >

a. melakuk»an i Pen;gkég 111 ljé mJquﬁn penetapan kebijakan

penge bﬁ]ﬁ @an] nyel r*gg,air‘aan pendidikan pada pendidik dan
ténng etp%:njd iltan sekolah menengah pertama;
ak j mpulan, pengolahan, penyajian formasi data
pe " dan tenaga kependidikan sekolah menengah
! rﬁﬁi’t‘ama
ci melaksanakan urusan kepegawaian pendidik dan tenga
kependidikan sekclah menengah pertama;

d. melaksanakan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan
dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah pertama;

e. melakukan pembinaan dan mengembangkan kualifikasi pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

f. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan kompetensi
personal, sosial, profesional dan pedagogik pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah menengah pertama;

g. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan karir jabatan
fungsional pendidik dan tenaga kepedidikan sekolah menengah
pertama;

h. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan perlindungan
bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
pertama,

i. menyusun data, verifikasi dan penyajian data calon penerima
bantuan guru sekolah menengah;

\ a



j- melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak
swasta di bidang pelayanan pendidikan pada pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah menengah pertama tingkat daerah,
nasional dan internasional;

k. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

1. mengembangkan inovasi layanan pembinaan dan pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

m. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah menengah pertama,;

n. menyusun dan mengimplementasikan sistemm manajemen mutu
urusan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenga
kependidikan sekolah menengah pertama;

0. melaksanakan peningkatan kompetensi guru melalui system
pembinaan profesional guru yang berkaitan dengan implementasi _
kurikulum tingkat satuan pendididikan sekolah menengah
pertama,; T

p. melaksanakan analisis dan proyeksi kebutuhgrr pendldlk dan
tenaga kependidikan sekolah menengah pe):ta’m)a \

q. melaksanakan seleksi pendldlk dam té:n?éé_ | epend1d1kan "
pendidikan sekolah menengah//? V‘l;l b r? cgita q melalul ~dji

kompetensi; L
r. melakukan peren ?an ‘ pL Q\l naan, \pgn né(atan mutasi,
promosi, pengh'a]r { # m pEQ}E,Mentlan pendidik dan

.—

tenagakep&ldtdﬂ(a $e]kqla£h\ pnemugah pertama;
s. mela j}nakf Jp%s#s' jghﬁ/”belajar pendidik dan tenaga
-~ epe:ni idi anL 7 &th“/sekolah menengah pertama untuk
/f; i gtk' tkan lj alifikasi akademik melalui pendidikan formal
wéltau rrieldﬁur*uﬂ kelayakan dan kesetaraan;

t.: rmé:lakSanakan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan
Kkartu identitas lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah menengah pertama;

u. menyusun bahan penghargaan, disiplin, dan pemberhentian
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

v. melakukan penilaian angka kredit (PAK), usulan kenaikan
pangkat dan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah menengah pertama;

w. melaksanakan proses penilaian portofolio/plpg/ppg/pspg sebagai
uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dan
pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) dan sertifikasi
gurusekolah menengah pertama;

X. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan program pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah pertama; dan

y. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

’l
/
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BAB IV
UPTD
Pasal 18

UPTD merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
UPTD.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan
fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL /
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas. /rn?lakqlkan kegiatan

sesuai dengan bidang tenaga fungsional ma,smg—mgémé Iberdasarkan
ketentuan peraturan perundang—unda;;g]an. AN

(1)

T
e
-

2)
NG

(4)

(3)

(1)

\!!

| i ﬁ -
| i 1 ! ,‘

Vb0
lJéle 20‘ A y \3'\ P

Kelompok Jabatan quﬁi&,o ql Hebﬁéa an&Maksud dalam pasal
3 ayat (L); Fﬁuruf b a,ng\k 2 Ihmmf,c an éka 3, huruf d angka 3, huruf
e/apgﬁa 5 hux{uf bi %a gl#a |31 terditi atas sejumlah tenaga fungsional
ypng e agL dldga, | eﬂofﬁp/ok jabatan fungsional sesuai dengan
Bidlang kq‘alP yﬂl -

K o\tjnpok tan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dlp‘ampm “oleh  subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan

‘furigsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi

jabatan pimpinan tinggi pratama.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang
berwenang.

Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan  prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan



(2)

(3)

(4)

masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan

(6)

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya. P
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasar,

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada-—satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunya1 /ngan kerja.
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(1) Kepala as a apn kat\i arL LiL¢ ntika oleh Bupati dari Pegawai

:J.j:drat atas usul Sekretaris Daerah

T sf: r {aerundang undangan.

E dang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
ke{t/ d /d’ berhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil

(1)

(3)

(4)

mernenuh1 syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris
rah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 23

Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIla atau Jabatan
Administrator.

Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Illb atau Jabatan
Administrator.

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan
Jabatan Eselon IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.

Kepala Sub Bagian UPTD merupakan Jabatan Eselon IVb atau
merupakan Jabatan Pengawas.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya
pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku méka Peraturan Bupatl
Jember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 'Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember (Benta Daerah Kabupaten ‘Jember Tahun 2021
Nomor 15), dicabut| dan dmyatakari tldak berlaku.

l[ : e Pasal 27

Peraturan Bupah ini muIa1 berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarr setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2! Dessmber 2021

Diundangkan di Jember

pada tanggal 3 Deszm\ocr 2021 BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR (&



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : v
TENTANG :

1z TAHUN 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS

Bidang
Pembinaan Ketenagaan

Seksi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar

Sekretariat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1 fadl |
Sub Baglan ‘KEL&dMPOK JABATAN FUNGSIONAL _ -
Umum dan
Kepegawaian |
| | 1 ]
Bidang Bidang Bidang
Pembinaan Sekolah | [ Pembinaan Seekolah Pendidikan Anak Usia
Dasar ' Menengah Pertama Dini (PAUD) dan
' Pendidikan Nonformal
Seksi Seksi Kurikulum dan
Kurikulum dan Penilaian | Seksi
Penilaian Kurikulum dan Penilaian
Seksi Seksi Seksi
Kelembagaan dan Kelembagaan dan Sarana
Kelembagaan dan Sarana
Sarana Prasarana Prasarana Pr
asarana
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL






